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BUPATI LANDAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR 1 TAHUN ,2..0,2.'I 

TENT ANG 
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANT! UANG SERTA MEKANISME 

PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK 

TAHUN ANGGARAN 2024 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LANDAK, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Serta 
Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Landak Tahun Anggaran 2024. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-UndangNomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 



Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten I.andak 
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten I.andak Nomor 57) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten I.andak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten I.andak Nomor 98); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten I.andak Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 86); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah Kabupaten I.andak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten I.andak Nomor 
2023 Nomor 6); 

16. Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 
2022 Nomor 23); 



Menetapkan 

17. Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2023 Tentang 
Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2024 (Berita 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 nomor 23); 

18. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 
2023 Nomor 65). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG 
PERSEDIAAN DAN GANT! UANG SERTA MEKANISME 
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Landak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 
Kecamatan di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 
dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada 
bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional SKPD 
sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

6. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan 
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah permintaan 
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 
persediaan. 

8. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah permintaan 
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja 
atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 
disiapkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK). 

BAB II 
MEKANISME PEMBAYARAN 

Pasal 2 
Sistem pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Landak meliputi : 
a. Uang Persediaan (UP); 



b. Ganti Uang Persediaan (GU); 
c, Tambahan Uang Persediaan (11Uj; dan 
d. Pembayaran Langsung (LS). 

Pasal 3. 
( 1) Pemerintah K:abupaten Landak menetapkan batas jumlah UP pada SK.PD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 $etinggl- 
tingginya dengan ketentuan : -· 
g. makstmal l / 12 (satu per duabelas] dari pa_gu anggaran menurut klasifikas! 

yang diizinkan untuk diberikan UP untuk masing-rnastng SKPD selain 
Kecamatan: dart 

b. pengajuan maksimal l (satu] triwulan untuk masing-rnasing kecarnatan. 

(2) .Jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tanun 
Anggaran 2024 .sebagairnana tercanturn dalam Lampiran, yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 4 

Pengisian kembali: UP atau GU dapatdiberikan apabila tJP telah terserap paling 
s_�d.lkit 80% (deJa_pan puhrh person] dari jumla.h yang diterima. 

Pasal 5 
Besaran TU dapat diberikan berdasarkan kegiatan yang sifa:tnya rnendesak untuk 
masing-masing SKP.D. 

BAB.rn 

KE.1'ENTU.AN PENUTUP 
Pasal 5· 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar eetiap orang mengetahuinya, memerintahkart pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kabupaten Landak 

Dhetapk_an di Ngabang 
pada: tan_gga:J :>- - �!>1'Vr._,i .MJ>,I\ 

f'.i. BUPATI LANDAK, 

rm 

SAMUEL 
Diundangkan ell Ngabang 
pada tanggal .1-- jt,,...;..-x,' ..2-9 '"'\ 

S EK:RETARCS DAERAH 
KABUPATEN LANDAK, 

Tl'D 

VlNSENSlUS 

�J)A:O�Ri'\J;lK:ABUPATEN LAN;DAK T·AHUN ;i: ... -'-1 NOMOR I 
Salman sesua:i dengan aslinya 

KEPALA .BAGIAN HVKUM., 

DARJANUAR L SH. 
NTP.1966112819 2.2001 



LAMPTRAN 
PERATURAN BUPATI LANDAJO: 
NOMOR I TAHUN s..&)1 
TE:NTANG 
BATAS JUMi:AH VANG PERSEDJAAN DAN 
GA.I::lTI UI\.NG SERTA MEKANlSME 
PEM8AYAMN ATAS BE_B/ill ANGGAR:i\.N 
PE.NDAPA'TAN DAN BELANJA DAERAf--C Dl 
LfNGKUNGAN PE.MERlNTAH KABUPA'T'EN' 
LANDAK TAHUN ANGOAR4\N 2024 

UANG PERSED!AAN (UP) P@ia SATUAN KERJA PE.RANOf�T i:)AERAH 
DI UNG! UNGAN PEMERINTAH KABUPJ\TEN LANDAK 

TAHU.N ANGGARAN 2024 

NO SKPD GJRO 'KKPD JV:Ml;.AH 
1. Bekretariat Daerah, 132.000.000 88.000.000 220.000.000 

Sekretariat DPRD 3:48.00Q.OOO 
. 
232.000.000 580.000.000 2. 

3. Sadan Kepegawaian dan 75a000.QOO 50,000.000 }25.Q00.000 Pengemban"<m SOM 
4. Dinas Lingktrngan Hid up 120.0.00.000 80.000.000 200.00Q�OOO 
5£, Dinas Pemberdayaan _ 84.000.000 56:000.000 140.000.000 fylas.varakat dan Pemdes 

6. Badan Penanggulangan 42.000.000 28.000.000 7'0.000.000 Bencana Daerah: 

7. Badan Pengelolaan Keuangan 120.000.000 80.000.000 200.-000.oon dan �l Daerah 

8. Sadan Perencanaan 78.000.000 5-2. 0'00. 000 iao.ooo.ooo Pembangunan Daerah 
9. Dinas Kependudukan dart 42.000.000 28.000.000 70.000.000 Pencatatan Sipil 
10. Dinas Kesehatan 3.60,QOO.OOO 240.000.000 600.000.000 
11. Rumah, Sakit Umurn Daerah 3,6.000.000 24:000.000 60.000.000 
12. Ruman Sal<l't, Pratama 30.000.000 20.000.000 50.000.000 
13. Dinas Koperasi. UKM, ee.ooo.ooo 44.000.000 11 o .. @00 .000 Perindustrian dan Perdagangan 
14-. Dina's Pekerjaan Umurn d.an 18Q,-000.00"0 120,000.000 300.000.000 Penataan Ruana 
15. Dinas Pernuda, Olah Raga dan 24.000.!'>DO 16.0'00.000 40.000.000 Pariwisata 

16. Badan Pajak dan Retrishusi 60.000.000 40.000.0DO 100.000.000 Daerah 

17. Dinas Pendidikan dan 150'.000.000 100.000.000 250.()00.000 Kebudayaan 
18. Dinas Perhubungan 54.000.000 36.000.000 90.000.000 
19. Dinas Perkebunan Z4.0�0.000 16.000.000 40.000.000 
20. Dinas Pertarrian, Perikanan dim 78.000.000 52.000.000 130.000.000 Ketahanan Panaan 
21. Inspektorat l80.000.000 120.000.000 300.000.00.0 

22. Kantor Kesatuan Bangsa dan 42.000.000 28.0D0.000 70.000.000 Politik 
Dinas Penanaman Modal, 

23. Pelayanan Terpadu 6atu. Pinn, 66.000.000 44.000.0.00 1 i 0,000.000 
<Lan Tl< 

24. Dinas Kearsipan dan 36.,000.000 24.000.000 60.000.000 Perpustakaan 
25. Satuan Polisi Pamong Praia 78.000,000 52.000.000 I lJ0.000.000 



26. Dinas Komunikaei daa 42.000.000 28,000.000 70:000.000 lnformatika 
Dlnas Sosial. Pemberdayaan 

27. Perempuan, Perlindungan Anak 42.000.000 '.28.000.-000 7(:),000.000 
da:n KJ3 

28. Kecamatan Ngabang 36.000.0Q_Q 24.000.000 60,000.00Q 
29. Kecamatan Sengah Ternila 42:000.000 28.000.00'0 70.000,000 
30. Kecamatan Meneuke 36:000.00© 24.0'00.000 I 60,000.000 
31. Kecamatan Banyuke Hulu 36.000.000 24,000,000 60.000.000 
32. Kecamatan Ai:r Beear 30.GOO.O'OO 20.000,000 .50.0.00.000 

I 33. Kecamatan Sornoak 30,000.000 20.000.000 50.000.000 
34. Keoamatan Mander 27.000.000 1 $.00(). 000 4-5.000.000 
35. Kecamatan. Jelimno 36.000,000 24.000.000 60.000.000 
36. Keeamatan Mernoawah Hul1J 42.000.000 28.000.00Q 70.000.000 
37. Keeamatan Menialln 30.000.000 20.000.000 50.000.0(:)0 
38. Keeamatan Meranti 27'.000.000 1:8.000.000 45.000.000 
39. Kecamatan Sebangki 4'2.000.000 28 .. 000.000 70.000.000 
4Q Kecamatan Kuala Bene 42.000.000 I zs.coo.ooo 70.000.000 

Jj. BUPA1'f LANQAK, 

TIO 

SAMUEL 

Salinan sesuai dengarr aslinya 
KEP..\LA BA.GIAN HUl<UM, 

DAR[ANUARTI SB 
NIP. !966l1.281994 2 2 OOl 


